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KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM  




A. LATAR BELAKANG 
Faktor yang menyebabkan tindak pidana Hak Cipta pada dasarnya 
memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan secara cepat 
dengan mengabaikan kepentingan para pemegang Hak Cipta. Dampak dari 
kegiatan tindak pidana tersebut telah demikian besar terhadap tatanan 
kehidupan bangsa di bidang ekonomi dan hukum. 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
a. Bagaimanakah penetapan subjek tindak pidana, sistem 
pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana atau tindakan? 
b. Bagaimana penetapan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian hukum ini adalah : 
1. Tujuan Objektif 
a. Mengetahui kebijakan hukum pidana dalam menangani pelanggaran-
pelanggaran terhadap VCD ilegal. 




2. Tujuan Subjektif 
Tujuan Subjektif penulis dari penulisan skripsi ini adalah untuk 
memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat 
guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum terutama 
terhadap pembajakan VCD ilegal menurut Undang-undang Nomor 19 
Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 
b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 
terutama hukum pidana yang berkaitan dengan HAKI (Hak Atas 
Kekayaan Intelektual), khususnya  Hak Cipta yang diharapkan dapat 
menambah literatur serta bahan-bahan informasi ilmiah. 
c. Memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi penegakan 
hukum terhadap tindak pidana di bidang Hak Cipta. 
2. Manfaat Praktis 
a. Manfaat yang dapat diambil, bagi masyarakat sangatlah penting 
dimana dengan adanya kepastian hukum, terhadap kebijakan dan 
perlindungan hukum dalam bidang Hak Cipta, maka akan mendorong 
masyarakat untuk meningkatkan kreatifitas daya cipta masyarakat. 
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b. Bagi lembaga Hak Cipta, dengan adanya evaluasi ini dapat lebih 
meningkatkan perlindungan hukum serta penanggulangan keamanan 
terhadap semua ciptaan. 
c. Bagi lembaga universitas, sebagai sumbangan buku bacaan bagi 
perpustakaan di bidang ilmu hukum di lingkungan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
d. Bagi penulis, ini sangatlah penting karena merupakan salah satu 
persyaratan dalam rangka meraih gelar sarjana hukum. 
 
E. KERANGKA PEMIKIRAN 
Pembajakan VCD yang menjamur di seluruh wilayah Indonesia 
termasuk kota Surakarta, telah membuat perdagangan VCD asli tidak dapat 
berkembang dengan baik, hal itu sangat merugikan para pengusaha. 
Pengusaha akan merasa dirugikan apabila barang daganganya yang telah 
dibangun, dipromosikan, dan dikembangkan dengan biaya yang banyak dan 
sudah dikenal oleh masyarakat luas, dibajak oleh orang yang tidak 
bertanggung jawab dengan tujuan komersil. Pembajak tidak hanya merugikan 
pengusaha yang memiliki hak atas barang tetapi juga merugikan konsumen. 
Konsumen merasa tertipu dengan barang yang sama dengan kualitas yang 
berbeda dengan barang aslinya. 
Adanya perlindungan hukum juga dapat mendorong pencipta bersikap 
lebih produktif menghasilkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni 
dan sastera. Keproduktifan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi kemajuan 
dirinya saja tetapi juga bagi kemakmuran negara. 
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F. METODE PENELITIAN 
Untuk membahas permasalahan yang dikemukakan penulis di atas, 
maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 
Metode Pendekatan 
Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. 
Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang mengutamakan data 
sekunder dengan tidak mengesampingkan data primer. 
 
G. TINJAUAN PUSTAKA 
 
1. Pengertian Kebijakan 
Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris “policy” 
atau dalam bahasa belanda: “politiek” yang secara umum dapat diartikan 
dalam prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah 
khususnya Aparat Penegak Hukum dalam mengelola, mengatur atau 
menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau 
bidang-bidang penyusunan pangaturan Perundang-undangan dan 
pengaplikasikan hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang 




                                                 
1 Barda Nawawi Arief, Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana,Citra Aditya Bhakti, Bandung: 
1996, Hal. 23-24. 
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2. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana 
Kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal law 
policy/strafrechtspolitiek) dapat didefinisikan sebagai usaha mewujutkan 
Peraturan Perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan 
situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.2 Kata sesuai 
dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi 
syarat keadilan dan daya guna.3
3. Pengertian VCD (Video Compact Disk) 
VCD adalah merupakan manifestasi dari berbagai hak ekonomi yang 
dimiliki oleh artis film/televisi, pemusik, pelawak dan lain sebagainya, namun 
juga merugikan masyarakat itu sendiri, yaitu hilangnya rasa menghargai 
terhadap hak milik orang lain, masyakat juga mengalami kerugian terutama 
terhadap hasil gambar dan suara  serta penggunaan kaset VCD bajakan 
tersebut juga dapat merusak player mereka sendiri, terjadinya kemerosotan 
moralitas terutama dikalangan generasi muda karenaVCD-VCD ilegal yang 
beredar dipasaran tidak saja VCD-VCD “sopan”, namun juga beredar VCD-
VCD porno.4
 
3.1 Definisi Hak Kekayaan Intelektual 
Sistem hukum intellectual property righ pertama kali diterjemahkan 
menjadi hak milik intelektual, kemudian diterjemahkan menjadi hak atas 
                                                 
2 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, Hal. 28. 
3 Ibid. 
4 www.ristek.go.id, “Penegakan HAKI Pengaruhi Moralitas Bangsa”, 18 Desember 2002. 
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kekayaan intelektual atau HAKI, dan sekarang menjadi Hak Kekayaan 
Intelektual atau HKI. 
Definisi Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil 
kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan 
kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta 
berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga mempunyai nilai 
ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan tersebut bisa di bidang teknologi, 
ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. 
3.2 Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Terhadap VCD Ilegal 
Penegakan hukum Hak Cipta terhadap VCD ilegal dapat ditempuh 
melalui gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa 
ini terdapat dalam Bab X Pasal 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 
Undang-Undang No 19 tahun 2002, tentang Hak Cipta. 
 
H. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Definisi Tindak Pidana 
Prof. Moeljatno, mendefinisikan hukum pidana sebagai bagian dari 
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan 
dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :5
a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 
yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa 
pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. 
                                                 
5 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bhina Aksara, Jakarta, 1993, Hal. 2. 
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b) Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka telah melanggar 
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagaimana yang telah diancamkan. 
c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut. 
2. Penerapan Perbuatan Sebagai Tindak Pidana Hak Cipta 
Sebelum membahas mengenai penerapan perlindungan hukum 
terhadap Hak Cipta, maka terlebih dahulu akan penulis jelaskan apa yang 
dimaksud dengan penetapan perbuatan sebagai tindak pidana terhadap 
Hak Cipta. Penetapan perbuatan sebagai tindak pidana Hak Cipta, 
merupakan upaya perlindungan masyarakat dari perbuatan yang baik, 
perbuatan yang merugikan ataupun perbuatan yang melanggar norma-
norma masyarakat, dengan alasan tersebut, penetapan tersebut, penetapan 
perbuatan menjadi tindak pidana mengandung unsur pencelaan.  
3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta 
Untuk melengkapi data dalam penulisan karya tulis ini, maka 
penulis mengadakan penelitian dengan cara wawancara kepada beberapa 
petugas kepolisian Poltabes Surakarta. Karena banyaknya penjualan VCD 
ilegal atau pembajakan VCD, semakin terkenal suatu produk Hak Cipta 
khususnya VCD maka semakin tinggi tingkat kemungkinan suatu produk 
itu untuk di bajak. Pengertian di bajak adalah di perbanyak secara tidak 
sah atau tanpa ijin dari pemegang hak, dapat juga disamakan dengan 
perbanyakan. 
 8
4. Penetapan Subjek Tindak Pidana 
Dalam Bab XIII Ketentuan Pidana Undang-Undang No. 19 Tahun 
2002, bahwa dalam Pasal 72 ayat (1)-(9) diawali dengan “barangsiapa”. 
Yang artinya bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut yang menjadi subjek 
tindak pidana adalah orang.  
Jadi, siapakah subjek tindak pidana yang dirumuskan dalam 
ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002? Apabila kita meneliti 
ketentuan pidana dalam Undang-Undang ini, bahwa sebenarnya secara 
yuridis, subjek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam 
setiap perbuatan yang dilarang hanya terhadap orang sebagai pribadi saja. 
Walaupun dalam setiap perumusan norma dalam setiap Pasal 
sering menyinggung subjek badan, namun tidak terdapatnya ketentuan 
umum yang menetapkan secara tegas mengenai  siapakah yang dimaksud 
dengan orang apakah hanya manusia pribadi ataukah badan hukum juga 
dapat dikategorikan sebagai orang, karena  badan disini bisa melakukan 
perbuatan hukum seperti halnya manusia. 
5. Penetapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana 
Mengenai sistem pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak 
pidana yang melakukan suatu tindak pidana patut dipertimbangkan apakah 
yang bersangkutan mampu bertanggungjawab atau tidak atas 
perbuatannya tersebut. 
Dalam pembahasan ini sistem pertanggungjawaban pidana 
terdapat dalam Ketentuan Pidana Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. 
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6. Penetapan Sanksi Pidana atau Tindakan 
Sementara itu penetapan sanksi pidana, erat kaitannya dengan 
fungsi hukum pidana. Hal ini disebabkan karena sanksi pidana itu lebih 
tajam (lebih menderitakan pelakunya) jika dibandingkan dengan sanksi 
yang terdapat pada bidang hukum lain. Berdasarkan atas fenomena 
tersebut pula, penjatuhan sanksi pidana hanya boleh dilakukan oleh 
Negara dan tidak dilaksanakan oleh sembarangan orang. 
7. Definisi Penegak Hukum 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penegakan 
adalah berasal dari kata dasar “tegak” yang berarti: berdiri sigap (tidak 
lemas), lurus kearah atas, setinggi orang berdiri, tetap teguh, tetap tidak 
bergerak. Sedangkan kata “penegakan” merupakan bentukan dari kata 
berimbuhan pe-an, dapat diartikan proses atau perbuatan cara 
menegakkan.6 Kata hukum mempunyai definisi yang berbeda antara orang 
satu dengan yang lain. Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan 
peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang 
mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh 
masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.7 Menurut 
pendapat JCT. Simorangkir dan woerjono satropranoto yang dikutip oleh 
CST. Kansil, bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang 
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang 
dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.pelanggaran-pelanggaran 
                                                 
6 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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a. Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan VCD (Video 
Compact Disk) ilegal di Poltabes Surakarta 
b. Hambatan-hambatan yang di alami Poltabes Surakarta dalam 
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